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PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI 

ABSTRAK : 

- pengaturan mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tersebar dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika, 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 tentang Prekursor 

Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan 

Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi, sehingga diperlukan suatu pengaturan yang terintegrasi dalam 

satu peraturan perundang-undangan mengenai narkotika, psikotropika, dan 

prekursor farmasi; beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika, Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 tentang Prekursor Farmasi, 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diganti; serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 11, Pasal 15, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 jdih.kemkes.go.id - 2 - ayat 

(2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 22, Pasal 36 

ayat (2), Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), 

pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat 



(4), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 

2010 tentang Prekursor, dan Pasal 8 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 50 ayat (2), Pasal 

51 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika; sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; 

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); 

UU No 5 Tahun 1997; UU No 39 Tahun 2008; UU No 35 Tahun 2009; PP N0 44 Tahun 

2010; PP No 40 tahun 2013; Perpres No 18 Tahun 2021; Permenkes No 5 Tahun 2022.  

- Dalam Peraturan Menteri Ini Diatur a. rencana kebutuhan tahunan Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; b. Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi; c. pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi pada 

Transito Narkotika dan Prekursor Farmasi; d. Peredaran, Penyimpanan, dan 

pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; e. Label dan Publikasi 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; f. Pengamanan dan pengawasan 

Barang Sitaan oleh penyidik pegawai negeri sipil; g. standar penelitian dan/atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika 

untuk kepentingan pelayanan kesehatan; h. alat-alat potensial dalam pengadaan dan 

penggunaan Prekursor Farmasi; i. pencatatan dan pelaporan; j. pembinaan dan 

pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; dan k. tata cara 

pemberian sanksi administratif. 

CATATAN :  

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2023 

- Pada saat Permen ini mulai berlaku, maka:  

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan 

Publikasi Psikotropika;  

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 

tentang Prekursor Farmasi;  

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 178);  



d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana kebutuhan 

tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 873); dan 

 e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, 

Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Lamp :  43 hlm.  


